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Msnimbang

SAL i Nffi{

: a- bahwa untuk menjaga ketertiban, keamana; dan

kelancaran lalu lintas dan meningkatkari Per'd4-

patan Daerah serta sebagai pelaksanaan p=sa}

24 Undang*undang Nomor 18 Tahun 1997 dan pasal

2 Paraturan Pemerintah NGmor 2c} Tahun 1997.

dipandang perlu mengatur lebih lanjut Reii i.-

busi Parkir di Tepi Jalan Umum;
Ib- bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada

huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu
Peraturan Daerah -

Undang-undang Nomoi 12 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan Daerah-da6rah Kabupaten dalanr Ling-
kungan Propinsi Jana Timur;
Unilang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Nomar 5O37) ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun L992 tentanE LaLu

Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran H€Eara

Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembarai: ;'i'.;=r..'

ll

PERATURAN DAERAH KABUPNTEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 199A

TENTANG

RETRI BUSI PARKI R DI TEP1 JALAN UI'IUI"I

DENGAN RAHI"IAT TUIIAN YANG HAHA ESA

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT KEDIRI

:n l-t6ngi ngat

2-

3-

Nomor 3480) ;

4. Undang-undang Nomcr 1a Tahun L997 te*li3ng
Pajak DaBrah dan Retri.busi Daerah {Lembaran

NBgara Tahun 1997 fl'omo r 41, Tambahan Letobaran

NBgara No{D(,r 3585 ) ;

xEDlnl
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5- Peraturan Pemerintah l9omor 43 Tahun 1995

tentang Prasarana Lalu Iintas Jalan ( Lembaran

Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lenbaran
Negara Nomor 3529) ;

6- Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun L997

tentang Retribusi Daerah ( Lembaran N€gara

Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3692) ;

7- Keputusan l'lenteri Dalam Negeri Nomor 45 T ""i'!:-:a

1980 tantang Pedoman Pengelolaan Perpai kiran
di Daerah;

8. Ksputusan I'l6nt8.! i Oalam NBgeri. Nomor E}4 Tahuri

1993 tsntang Eentuk Peraturan Daerah dan F=f-
aturan Daerah Perubahan;

9. Keputusan Henteri Perhubungan Nomo! KN 65

Tahun 1993 tantang Fasilitag Pendukung Kegiat*
an Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

10- Keputusan l'lenteri Dalam Negeri Nonor 171 Tahun

LqgT tentang Prosedur Pengesahan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ;

11- Keputusan l"lenteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun

1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

ReEribusi Daerah;

12- Iteputusan llenteri Dalam Negei i Hamor 175 Tahun

1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di' Bidang

Retribusi Dae rah;
l3- PBraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingk:3t :i

Kedi ri Nomor 1 Tahun 1988 tentarig Pe- ":: d-' :
Pegawai Negeri $ipil di Lingkungan PBmei intah
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kediri -

Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenDengan parsetujuan DEc{an

Daerah Tingkat II Kedi ri '

HEI.IUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II
KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN

UHUI{ .

f.lan6tapkan

!r
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BAB I
KETENTUAN UI.,IUII

Pasal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaklrd dengan :

a. Daerah, adalah l(.abupatgn Daerah Tingkat II
Kediri;

b- Pemerintah Daerah, adaLah Pemsrintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kediri; '
c. ,(epala Oa.€rah, adalah Bupati Kepal.a-Qaerah

Tingkat IJ Kedi ri;
d. Retribusrl Par kir Bi Tepi Jalan Umum yang s8-

lanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

daerah sebaga-i pembayaran atas jasa penyediaan

p,elayanan paikir .di tepi jalan umum yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

B- rempat parkir, adalah di l_-"_?*1.**3:.*yfyq 
,""-:-

t6ntu yang dikuasai oleh Pamet-; n:--rih 
' 're;.3h

iang sudah ada petuniuk Tempat Parkir Kanclara-

an Bermotor dan Kendaraan Trdak Berm ltor;
f. Kendaraan bermotor, adaLah kendaraari beroda

dua atau lebih yang digerakkan clerrgan tenaga

motor (mesin) untuk mengangkut oreng/baranE'

kecuali kendaraan yang berialan diat-s rel;
g- Kendaraan Tidak Bermotor, adalah kendaraan

beroda dua atau lebih yang digerakkan dengan

tenaga manusia atau hewan yang mangangkut

orang atau barang, kecuali kendaraan yang'

berialan di atas rel;
h- Petugas Pa;-ki r. a'Jalah mer€ka ysng dituniuk

oleh Kepaia Daarah untuk mengelola Tsmpat

Parkir ;

i- Pejabat, adalah pegaurai. yang diberi tugas ter-
tsntu di bitlang retribusi daerah sesuai per-

aturan pe rundeng-undangan yang berlaku ;

j- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjut
nya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan

yang manentukan besarnya iumlah r'< r"ih-u=: vang

tBrutang;

a

.
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surat Tagihan qBtribusi Daerah ya-E selaniut-
nya disingkai: sTRD, adalah Surat u::Luk melaku-

kan tagihan retribu=i 'i-rn atau sanii=i adminis-

trasi beruPa hunga dan atau denda :

Eadan, adaLah suatu beniuk bada' -:saha yang

meliputi Perseroan Terba*''a-' Pei=-'.. '": it E'lirat-

diter, Perseroan }ainnya, Badan 'saha l'!ilik

NBgara atau Daerah clengan i-]ai a dan berrtuk

apapun, persekutuan, perkumprtlr . ' firma'

kongsi, koperasi , yayasan atau orE'nisasi yang

seienig, Iembaga, dana pensiun' bi=ntuk usaha

tetap serta bentuk badan usaha lainnya-

BAB 1I
NAHA, OBYEK DAN SUBYEK- RETRIBUSI

Pa33t 4

(1) Dengan nanna F-e*'ribusi Parkir D: Tepi Jalan

Umum, dipun-q;:r- Reti ibusi atas sei-iap pelayan

an Parki r;
(2) obyek Reti^ii:usi acialah pelayanan penyediaan

tempat Park:r dl tePi jalan ur4um ;

(S) subyek Retribusi adai'ah orang rri'badi yang

menggunakan dan at'ail meni l''ma; pelayanan

parkir di tePi jalan um'-;m'

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSi

Pasal 3

Ret ri busi
longkan Retribusi

Parkir Di TePi Ja).ar: Umum digo-
Jasa Umum.

B A -* IV

CARA I'IENGUKUR TINGKAi PENGGUNAAN JASA

Pa'':a} 4

Tingkat penggunaar jasa Parl';i r di Tepi

Jalan Umum dit':': ,.r b*; Jasarkan klasi'; :kasi jalan'

kendaraan dair e:;ktu panggunaan tempat parkir'

r;
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EAB
PRINSIP PENETAFAN,

BESARNYA TA;qI F

STRUKTUR-DAN

RET i1I iSUSI

Pasal :

PrrngLp '-Jan -c-a5ai'an dalam penetapan Struk-

tur dan besarnS'a t'ail.t ietribusr c'].dasaFkan atas

tujuan pengga.r*.1 blaya Penyelengga raan ' pelayanan

meliputi p€ngadaan fi.ei^lia, ramDu-re'mDu dan braya

op,erasi.ona1 .

B A 8 V]

STRUKTUR DAN EES*Ri'{Y$ TARIF

RET F,T BUST

Pasal 6

SEruktur dan besarnya tarif re-"ri busi

untuk setiap kal j. parkir ditetapkan sebagai

berikuL:
a. K€ndaraan truk dengan kBreta gandeng dan ken-

daraan lain yang seienis, sebesar Rp- aoo'oo

(deIaPan ratus rupiah):
b- Kendaraan truh' n:inibus, bus dan ksndaraan

lain yang saienis, sebesar Rp' 5oo'oo (]ima

ratus ruPiah I ;
c - Kendaraan ;-,robi 1 lrclrumpang ' pick-up dan ken-

daraan lei.r: yang sejenis sebesar Rp' 3OO'OO

(tiga ratus rupiah ) ;
d- Kendaraan berlnoEor roda tiga dan kendaraan

Lain yang sejer:'..*, sabesar Rp- 25O,OO (dua

ratus Iima PuIuh ,.iroiah);

a. Kendaraan *tpeda rjctcr dan kendaraar': lain yang

sejenis, sebes*t' Rp- 2oo,ocl (du;: t'at:-]s

rupiah ) ;
f- Kendaraan tidak bermotor (+ecak, sepeda,dokar'

cikar) dan =ejenisnya, sebesar Rp' 1oo'oo

{seratus ruPiah) -
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PasaI

Pengsnaan retribusi Pa rki r
secara berlangganan dengan

setiaP bulan s6bagai berikut

di lakukan
tuan tariP

a- Kendaraan truk dengan kereta gandeng dan

kendaraan lain yang saienis" sebesar-

Rp" 2O-OoO,Oo idua puluh ribu i-upiah);

b- Kendaraan truk' ninibus' bus dan kendarean

lain yang seienis, 56b63ar Rp- 12'5OO'OO

(dua betas r ibu lima ratus rupiah);

c- Kendaraan mobil p€numpang' pick-up dan

kendaraan lain Yang sejenis sebesar

Rp. ?-.5oo,oo (tujuh ribu lima ratus rupi-

ah);
d. Kendaraan bermotor roda tiga 'lan kencl ' l-'rar'

lain yang seienis, sebesar Hp' 6'25Lr'ccri

(enam ribu dua ratus lima puluh rupial:'i;

e- Kendaraan sepeda motar dan kendaraan lsirr

yang sejenis, sebegar Rp 5'ooo'o0 ilirra

ribu rupiah);
f - Kendaraan tidak bermotor {ber:ak ' eeperd;r '

dokar' cikar) dan sejenisnya' sel-,esa:-

Rp- 2.5oo,Oo (dua ribu lima ratus rupiah) "

l) Tata laksana dan bentuk Tanda Penerimaan RB-

tribugi Parki r
na dimaksud ayat (1)

olelt Kepala Daarah-

A A B VII
56AT RETRIBUSI TERIJTAT{G

Pasal S

Retribusi terutang dalam masa re'- it'rl="

teriadi Pada saat ditetapkan SKRD atau di:kurfie;t

lain Yang diPorsamakan
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B A 8 VIII

TATA CARA PEHUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKFD

atau dokumen lain yang diparsamakan'

BAB IX

TATA CARA PE]'IBAYARAN

Pasal 10

(1) PembaYaran retribusi
bayar sekaligus ;

yang terutang harus di*

(2) Retribusi yang terutang ditunasl selambat-

Iambatnya 30 (tiga puluh) hari seiak ditsr-

bitkannya SKRD atau dokumen lain yang diper-

samakan;
(3) Tata cara pelmbayaran ' penyetoran' temp*t ' =ct-

bayaran retribusi diatur olelr Kepala Daer+h"

AAB X

SANKSI ADHINISTRASI

' Fasal 11

Dalam hal raraj ib retribusi tidak mambayar

tBpat Haktunya atau kurang m€mbayar' dikenakan

sanksi admj.lristragi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih

dengan menggunakan Surat Tagihan RBtrr'busi

Daerah '

8 A B XI

TATA CABA PENAGIHAN

Pagal L2

(1) Surat Teguran atau Surat Paringlatan atau

surat lain yang geienis sebagai al^lal tii:'':iiti:i

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluark:-it 7

(tujuh) hari seiak saat jatuh tempc pembayar-

an;
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(z) Dalan jangka waktu 7 (tujuh) hari setolah

tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan

atau surat }ain yang sejenis disampaikan

trlaj i b Retri.busi harus melunasi retribusi yang

tBrutang;

(3) Surat TBguran' Surat Peringatan atau sui'=

Iain yang sejenis sebagaimana dimaksud r""-r

qrat (1) dikeluarkan oleh Kepale Dasrah ''

Pejabat Yang d i tunj uk.

B A B XII
PENGURANGAN. KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Kepala Daerah dapat memb€rikan p€ngurangan '
keringanan dan pembebasan retribusi j

(2) Tata 6ara pengurangan' keringanan dan pemb-

basan retribusi ditetapkan oleh Kepala

Dae rah -

B A B XIII
TETCNTUNX RETRIEUSI

PasaL 14

/ (1) Pemungutan retribusi sebagrairnana dii::'

pasa] 2 Peraturan Daerah ini dilakukar: -1 ) : '

jalan memberikan karcis yanEL bentu!

Harnanya ditetapkan oleh KepaLa Daerah;

(2) Karcis dimaksud

tEmp€lkan Pada

mudah dilihat;

(3) t{aktu Parkir ditetaPkan
s/d 22 - oo ttlr B -

ayat (1) Pasa) ini harus rii-
ksndaraan Yangl diParki r , dar''

mulai Pukul 06 - 0O t'f I t
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Pasal 15

Pstugas Parkir berkenajiban sBrta bertang-

ini;
b. M8ngatur ksndaraan yang hendak parkir'gehing=a

tidak mengslanggu kEtertiban' keamanan ]a-i-

lintas dan mengawasi kenda raan-kenda raan ye'nrj

sedang Parki r;
c- l"lelaksanakan tugas dari Kepala Oaerah yang di-

tentukan kemudian '

gung jarrrab untuk :

a - l'lencatat ssrta menerima uang

mana dimaksud dalam Pasal 6

Pasal L6

atas kerusakan

kendaraan selama

r€tribusi sabagai

PBraturan Da€rah

Pemerintah Daerah tidak bertanggung iav'ab 1/

atau kerugian Yang timbul Pada

berada di temPat Parki r -

Pasal L7

Bila pemakai tempat parkir tidak mansindah

kan ketentuan yang ada' maka petugas pai kir

apabila memerlukan dapat minta bantuan polisi'

Pasa] la

(t) repala Daerah akan mernberl tanda p6ngenal

kepada pstrrgas parkir yang harus dipakai pada

vraktu menjalankan tugas;

(2) Honorarium bagi petugas parkir bukan Pegawai

Negeri ditetapkan sebesar 50+ (Lima puluh

persen) dari perhitungan nominal karcis yang

telah Laku teriual;

(5) Tata cara p€mbayaran honorarium dimaksud ayat

(2) pasal ini dit6tapkan oleh Kepala Daerah'
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BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Hajib retribusi yang tidak melaksanakan kevra-

jibannya sehingga merugi.kan keuangan daerah

diancam dengan pidana kurungan paling Lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak I
(empat kali jumlah r€tribusi terutang ;

(z) Tindak pidana sebagaimana di'maksud pada avat

(r) adalan Pelanggaran-

BAB
PENYID

Pasal

xv
IKAN
20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diling-
kungan Pemerintah Daerah diberi Hestenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyi.dikan tindak pidana dibidang retribusi
daerah;

(2) Ilewanang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (r) adalah :

a- menerima' mencari, mengumpulkar' dan mene-

liti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang r etribusi
daerah ;

b- meneliti' mencari dan mengumpulkan keie-
rangan menganai orang pribadi atau bada'n

tsntang kebenaran perbuatan yang dilakukart

sehubungan dengan tindak pidana retribusj'
daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari

orang pribadj. aLau badan sehubungan dengan

tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku - buku' catatan-Gatatan dan

dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan

tindak pidana di bidang retribusi daerah;
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e- meLakukan p'engg6}edahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, peneatatan dan

dokumen-dokumen sarta malakukan penyitaan

terhadap bahan bukti te rsebut;
f- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pclakganaan tugas penyidikan tidak pid'rna

di bidang retri.busi daerah;
g- menyuruh berhenti, melarang seseorang "'e*

ninggalkan ruangan atau tempat pada s*at
pemeriksaan sedang barlangsung dan rneme-

riksa idantitas orang dan atau dckun:en

yang dibara sebagaimana dimaksud pada

huruf e ;

h- m€motrst sesaorang yang berkaitan dengan

tindak Pidana retribusi daerah ;

i" memanggil orang untuk didengar kBt€rangan-

nya dan diperiksa setlagai t6rsangka atau

saksi;
j " menghentikan PenYidikan;
k- melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang rstribusi daerah menurut hukum yang

dapat di Pe rtanggungi auabkan -

(3) Penyidik g€bagaimana dimaksud pada avat (1)

pasal ini nemb€ritahukan dimulainya penvi;Jik"

an dan menyampaikan hasil penyidikannva

kepada Penuntut Umum' sesuai dengan kBten;uan

yang diatur dalam Undang-undang Nomor E tahun

1981 tsntang Hukum Acara Pidana'

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2t

HaI-haI yang b€lum diatur dalam Peraturan

Dagrah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah-
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DEI{AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Ke tua

TTD.

HARSONO D,
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Pasal ?2

0€ngan berlakunya PBraturan Daerah ini,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat
fI Kediri Nomor 2 Tahun 1983 tBntang Retribusi
Tempat Parkir dengan segala perubahannya dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

P€raturan Daerah ini mulai. berLaku pada

tanggal di undangkan.
Agar supaya setiap orang mefig*tahuinya,

nemerintahkan p€ngundangan Peraturan Daerah ini
dengan p€nempatannya dalam Lembaran Da=rah Kabu-
paten Da€rah Tingkat II Kediri-

Ditetapkan di Kedi ri
pada tanggal 27 Januari 1994

Disahkan dengan
Indonesi.a Nomor 97S - J5

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEDI RT

l,o"

H. SUPARYADI , S. TP.S. TP.

K€putusan l",lenteri
- \743, tanggal 50

DaLam NBgeri Republ i k

DBsemb€r 1998 -

A-n. F{ENTERI DALAI'I NEGERI REPUBLIK TNDONESIA

Direktorat Jenderal
Pem€rintahan Umum dan Otonomi Daerah

DLrektur Pembinaan Pemerintahan Daerah

TTD.

DTS- KAUSAR AS.
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupat€n Daerah

Kediri tanggal 7 Januari 1999 set'i B Nomcr s/B'
Tingkat II

A- n- BUPATI KEPALA

KED
5ek retaris

Pembina Tingkat I
NrP- O10 oaz 714-

Disalin gesuai dengan asl i nya

Yang mengambil sal i nan

A.N. BUPATI KEPALA DAEBAH TINGKAT II
KED]Bi

Nr P. o10 oa? 718-

DAERAH TINGKAT II
IRI

lrti Iayahr'Dae rah

SAPARI RANUIIIIDJAJA

$lt layah/Daerah

StT i!iLDA



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KAtsUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOI"IOR 9 TAHUN 1994

TENTANG

RETRIBUSI FARK] R DI TEPI JALAN UI'IUI"I

I. PENJELASAN UI"IUI-I

BahuraberdasarkanUndang-undangNcnifl.'u1*5.-.ni'=97
pasal 24 dan PBraturan pemerintah NDmc! 20 Tahun i99;'

pa3a1 2, dipandang perlu mengatur leblh laniut menger:ai

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di glilavah F'abupaten

Daerah Tingkat II Kedi ri '
BahwaPeraturanDaerahKabupatenDaerahTingkatll

KediriNomor2TahunlgS3tentangRetri.busiTempatParkir
dengan segaLa perubahannya gudah tidak sasuai lagi dengan

kondisisaatini,sehinggadipandangperluuntukdicabut
dan dinyatakan tidak berlaku fagi '

Bahwa berdasar perlimbangan tersebut diatas' maka

perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan dimakgud dalam

suatu Peraturan Daerah Yang baru'

II-

Pasal I sampai dengan Pasal 5 : Cukup jela; '

Pasal 6 yang ,Jimaksu: =etiaP kaI i
parki r adai ah se i'iap
kendaraan Yang diPai kir
disuatu tempat Pa rki r
dikenakan reti-ibusi dan

apabila Pindah ke temPa r

parki. r lain dikenakan

retribusi Iagi -

j

I

I

;

Pasal 7 samPai dengan pasal 17 : Cukup jelas'

'i
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Pasal 18 ayat (1)

ayat (2)

ayat (5)

Pasal 19 sampai dengan Pasal 23:

yang dimaksud 'dengan tan-
da pengenal 3':+31al-r 3t:^i-
but Yang k'hu:. us diPai-':ai

untuk mengetallui idenr-i*
tas petugas Parkir-
yang d imaks'-:d honorariurn

bagi Petugas Parki r Bukan

Pegar.{ai Negeri ada}ah Pem

berian uang dari liepala
Daerah kepada Petugas
parkir atas jerih PaYah

dalam menjaLankan tugas-
nya -

Cukup ielas.

Cukup jelas -

Q


